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Abstract: Religious moderation and civil servant professionalism within Indonesia’s 

Ministry of Religious Affairs are complementary dimensions in building an integrity-

based bureaucracy. This study addresses the controversy of religion’s role in human 

resource management policies amidst changing religious practices and eco-spirituality 

trends. The 2022 Religious Moderation and Professionalism Index (IPMB) survey 

revealed that around 40% of civil servants still face professionalism challenges. Using 

a quantitative approach based on Computer Assisted Test (CAT) IPMB results in 

Kupang City, the analysis shows that religious moderation has a positive and 

significant effect on civil servant professionalism and can serve as dan instrument for 

transforming religious human resource management. 
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PENDAHULUAN 
Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai agenda strategis nasional dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai upaya menjaga 

kerukunan, kebhinekaan, dan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural. Konsep 

ini menekankan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-
kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal (Kementerian Agama RI, 2020). Di sisi lain, 
profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan tuntutan reformasi birokrasi yang 

menekankan integritas, disiplin, kompetensi, serta kinerja terukur. Kementerian Agama, 

sebagai institusi yang mengelola urusan keagamaan sekaligus birokrasi publik, berada 

pada posisi unik: harus mengintegrasikan nilai moderasi beragama dengan prinsip 
profesionalitas birokrasi. 

Krisis profesionalitas ASN masih menjadi isu nasional. Survei Indeks Profesionalitas 

dan Moderasi Beragama (IPMB) yang dirilis Kementerian Agama pada akhir 2022 

menunjukkan bahwa sekitar 40% ASN Kemenag menghadapi tantangan dalam aspek 
profesionalitas, termasuk kedisiplinan, ketepatan waktu, dan konsistensi kinerja (Kemenag 
RI, 2022). Data ini dijadikan baseline nasional karena hingga kini belum ada survei terbaru 

yang menggantikannya.   
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Namun, indikator kinerja berikutnya menunjukkan arah perbaikan: Kemenpan RB 
menilai akuntabilitas kinerja Kemenag tahun 2023 dengan skor 74,28 (predikat BB – 

Sangat Baik), dan BPK RI memberikan opini WTP berturut-turut hingga 2025. 
Perencanaan kinerja 2022 yang nilainya 22,80 naik menjadi 23,10 di tahun 2023. 
Sementara pengukuran kinerja di tahun 2022 nilainya 21,06 naik menjadi 21,64. 

Sementara komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di tahun 2022 dengan nilai 
17,38 naik menjadi 17,82 di tahun 2023 (https://kemenag.go.id) Hal ini menegaskan 

bahwa reformasi birokrasi berbasis moderasi beragama mulai menunjukkan dampak 
positif terhadap tata kelola institusi.  Fakta tersebut menegaskan perlunya konsistensi 

kebijakan penguatan manajemen SDM berbasis nilai moderasi beragama untuk menekan 
perilaku tidak profesional dan koruptif. 

Secara teoritis, moderasi beragama dapat berfungsi sebagai instrumen etika kerja 

birokrasi. Nilai-nilai moderasi yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan integritas 
diyakini mampu membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan berorientasi pada 

pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep ekospiritualitas birokrasi, yaitu 

menghadirkan nilai spiritual dalam ekosistem organisasi untuk menciptakan pelayanan 

publik yang damai, inklusif, dan berintegritas (Syamsuddin, 2022). Dengan demikian, 
integrasi moderasi beragama ke dalam manajemen SDM ASN bukan hanya relevan secara 

normatif, tetapi juga rasional sebagai strategi reformasi birokrasi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa 

pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tingkat moderasi beragama ASN Kementerian 

Agama berdasarkan hasil survei IPMB? Kedua, bagaimana tingkat profesionalitas ASN 
Kementerian Agama berdasarkan hasil survei IPMB? Ketiga, apakah moderasi beragama 

berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas ASN? Keempat, bagaimana moderasi 
beragama dapat dijadikan instrumen transformasi manajemen SDM ASN dalam 

menghadapi krisis profesionalitas dan perilaku koruptif? 
Dengan pendekatan kuantitatif berbasis hasil Computer Assisted Test (CAT) IPMB di 

Kemenag Kota Kupang, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam 

menjawab krisis profesionalitas ASN sekaligus memperkuat agenda reformasi birokrasi 
berbasis moderasi beragama. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode survei. Desain 

kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan 
antara variabel moderasi beragama dan profesionalitas ASN. Metode survei digunakan 

untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui instrumen yang telah terstandarisasi, 
sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara statistik dan menghasilkan kesimpulan 
yang valid. 

Populasi penelitian adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan 
Kementerian Agama Kota Kupang. Populasi ini dipilih karena Kementerian Agama Kota 

Kupang sebagai instansi vertikal Kementerian Agama memiliki mandat strategis dalam 
mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam birokrasi publik. Pemilihan sampel 

dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Kota Kupang merupakan 
representasi daerah dengan dinamika keberagamaan yang plural sekaligus menjadi pusat 
administrasi pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah Computer Assisted Test (CAT) Indeks 

Profesionalitas dan Moderasi Beragama (IPMB). Instrumen ini dikembangkan oleh 

https://kemenag.go.id/


 

 

 

 
Kleden  

 

 
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 5, No. 6, June 2026 |   2952 

 

Kementerian Agama RI dan telah digunakan secara nasional untuk mengukur tingkat 
moderasi beragama serta profesionalitas ASN. CAT IPMB memiliki keunggulan dalam 

hal reliabilitas dan akurasi karena berbasis sistem komputerisasi yang meminimalkan bias 
subjektif dalam pengisian data. 
Variabel penelitian terdiri dari: 

a. Variabel independen: Moderasi beragama, yang diukur melalui empat indikator 
utama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan 

tradisi lokal. 
b. Variabel dependen: Profesionalitas ASN, yang diukur melalui indikator 

kompetensi jabatan, disiplin kerja, kinerja terukur, ketepatan waktu, serta 
penerapan sistem reward and punishment. 

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan tingkat moderasi beragama dan profesionalitas ASN 
berdasarkan hasil survei. Kedua, dilakukan uji gap afeksi–kognisi untuk melihat perbedaan 

antara sikap (afeksi) dan pemahaman (kognisi) ASN terhadap moderasi beragama. Ketiga, 
analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh moderasi beragama 

terhadap profesionalitas ASN. Keempat, uji signifikansi dilakukan untuk memastikan 
apakah pengaruh tersebut bersifat nyata secara statistik. 

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data 
hasil CAT IPMB dibandingkan dengan laporan resmi Kementerian Agama serta literatur 
manajemen SDM yang relevan. Triangulasi ini bertujuan memastikan konsistensi dan 

akurasi temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Dengan metode penelitian yang terstruktur ini, diharapkan penelitian mampu 

memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan moderasi beragama dan 
profesionalitas ASN, serta relevansinya sebagai instrumen transformasi manajemen SDM 

keagamaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
1. Moderasi Beragama 

Hasil survei Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalitas dan Moderasi 

Beragama (IPMB) menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama ASN Kementerian 

Agama Kota Kupang berada pada kategori tinggi, terutama pada dimensi afeksi. Dimensi 
afeksi mencerminkan sikap dan komitmen ASN terhadap nilai kebangsaan, toleransi, anti-
kekerasan, serta penerimaan tradisi lokal. Temuan ini sejalan dengan laporan 

Kementerian Agama RI (2020) yang menegaskan bahwa mayoritas ASN memiliki sikap 
keberagamaan yang moderat, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam aspek kognitif. 

Tingginya indeks afeksi menunjukkan bahwa ASN secara emosional menerima nilai 
moderasi, namun belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman konseptual yang mendalam. 

2. Profesionalitas ASN 
Data IPMB 2022 yang dirilis resmi oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa 

sekitar 40% ASN Kemenag masih menghadapi tantangan dalam aspek profesionalitas 

(Kemenag RI, 2022). Tantangan tersebut meliputi kedisiplinan, ketepatan waktu, 
konsistensi kinerja, serta penerapan sistem reward and punishment. Kondisi ini menandakan 

bahwa meskipun sebagian besar ASN telah menunjukkan sikap moderat dalam beragama, 
masih terdapat kelemahan dalam penerapan standar profesionalitas birokrasi. Temuan ini 



 

 

 

 
Kleden  

 

 
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 5, No. 6, June 2026 |   2953 

 

konsisten dengan penelitian Sedarmayanti (2018) yang menekankan bahwa reformasi 
birokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek integritas dan disiplin ASN. 

3. Gap Afeksi–Kognisi 
Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya gap signifikan antara afeksi dan kognisi 

dalam moderasi beragama. Sikap (afeksi) ASN terhadap nilai moderasi beragama relatif 

tinggi, namun pemahaman konseptual (kognisi) masih rendah. Hal ini berarti ASN 
cenderung menerima nilai moderasi secara emosional, tetapi belum sepenuhnya 

memahami landasan teoritis dan aplikatifnya dalam konteks birokrasi. 
 Gap ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kognitif ASN melalui pelatihan, 

sosialisasi, dan integrasi kurikulum moderasi beragama dalam program pengembangan 
SDM. Temuan ini sejalan dengan kajian Abdurrahman (2021) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada sikap, tetapi juga pada 

pemahaman konseptual yang mendalam. 
4. Pengaruh Moderasi Beragama terhadap Profesionalitas ASN 

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa moderasi beragama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap profesionalitas ASN. Artinya, semakin tinggi tingkat 

moderasi beragama ASN, semakin baik pula tingkat profesionalitas mereka dalam 
menjalankan tugas birokrasi. Moderasi beragama terbukti menjadi instrumen etika kerja 

yang menekan perilaku tidak disiplin dan koruptif, sekaligus mendorong transformasi 
manajemen SDM keagamaan. Temuan ini mendukung konsep ekospiritualitas birokrasi 

(Syamsuddin, 2022), yang menekankan pentingnya menghadirkan nilai spiritual dalam 

ekosistem organisasi untuk menciptakan pelayanan publik yang damai, inklusif, dan 
berintegritas. 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki indeks tinggi, 

terutama pada dimensi afeksi. Temuan ini menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama 

secara emosional menerima nilai-nilai moderasi, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, 
anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal. Namun, adanya gap signifikan antara afeksi 

dan kognisi menunjukkan bahwa pemahaman konseptual ASN terhadap moderasi 
beragama masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan kajian Abdurrahman (2021) yang 
menekankan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak cukup hanya dengan sikap, 

tetapi harus diikuti oleh pemahaman mendalam agar dapat diimplementasikan secara 
konsisten dalam birokrasi. 

Secara ilmiah, gap ini dijelaskan oleh teori afektif-kognitif: afeksi lebih mudah 
terbentuk melalui sosialisasi dan pengalaman emosional, sementara kognisi 

membutuhkan proses internalisasi, pemahaman konseptual, dan pelatihan berkelanjutan. 
Teori afeksi Winkel (2004) menjelaskan afeksi adalah kecenderungan menerima atau 
menolak nilai-nilai tertentu, yang berhubungan erat dengan emosi, motivasi, dan sikap, 

Rahmatian Inaku (2022) menekankan bahwa afeksi mempengaruhi perilaku sosial dan 
pengambilan keputusan karena sikap emosional lebih cepat terbentuk dibandingkan 

pemahaman rasional. Interaksi keduanya menentukan perilaku. 
Melalui model Proses SDM (Bowen & Ostroff (2004), dapat dijelaskan bahwa 

kebijakan organisasi sering diterima secara emosional oleh karyawan, tetapi interpretasi 
kognitifnya bergantung pada kejelasan kebijakan dan pimpinan. Kognisi membutuhkan 
sensemaking, proses aktif membangun makna melalui skema dan atribusi. Tanpa pelatihan 

dan kejelasan kebijakan, kognisi bisa tertinggal meski afeksi tinggi. 
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Implikasi akademisnya, ASN Kemenag siap secara emosional menerima moderasi 
beragama, namun belum sepenuhnya memahami moderasi beragama sebagai instrumen 

profesionalitas. Hal ini disebabkan karena sosialisasi moderasi beragama lebih 
menekankan afeksi: nilai toleransi, cinta, damai dan kerukunan yang lebih mudah diterima 
secara emosional. Kebijakan yang ambigu atau tidak konsisten membuat karyawan lebih 

merespons secara emosional daripada memahami secara rasional. Ini ada hubungan 
dengan budaya birokrasi yang lebih normatif daripada reflektif. Nilai-nilai moderasi 

beragama lebih diterima sebagai norma sosial, tetapi belum terbiasa melakukan refleksi 
konseptual dan nilai kritis. 

Profesionalitas ASN masih menghadapi tantangan serius. Data IPMB 2022 
menunjukkan bahwa sekitar 40% ASN Kemenag belum memenuhi standar 

profesionalitas, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan konsistensi 

kinerja (Kemenag RI, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan 
reformasi birokrasi dengan kondisi aktual di lapangan. Sedarmayanti (2018) menegaskan 

bahwa reformasi birokrasi di Indonesia sering terhambat oleh lemahnya integritas dan 
budaya kerja ASN, sehingga diperlukan instrumen baru yang mampu menekan perilaku 

tidak profesional. 
Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kondisi ini sebagaimana disinyalir 

Sedarmayanti (2018) bahwa birokrasi Indonesia masih menghadapi masalah path 

dependence, di mana budaya lama (patronase, feodalisme dan praktik koruptif) sulit diubah 

meski struktur sudah tereformasi. Akibatnya reformasi birokrasi di Indonesia sering 

terjebak pada aspek struktural (perubahan organisasi, regulasi) tetapi kurang menyentuh 
aspek kultural, yaitu nilai integritas dan etos kerja ASN. 

Akibatnya, sebagaimana diuraikan Caiden (1991) dalam Administrative Reform, 

reformasi birokrasi Indonesia gagal karena tidak menyentuh integritas aparatur. Integritas 

bukan hanya soal aturan, tetapi soal internalisasi nilai moral. Teori korupsi menurut 
Klitgaard (1998), adalah C = M + D – A. Korupsi (C) terjadi karena monopoli kekuasaan 

(M) plus diskresi tinggi (D), dan akuntabilitas rendah (A). Reformasi birokrasi di Indonesia 
belum sepenuhnya mengurangi faktor-faktor ini. 

Faktor utama penentu kondisi ini adalah motivasi intrinsik dan kepemimpinan 

teladan. Banyak ASN menerima nilai reformasi secara normatif, tetapi belum 
menginternalisasi dalam perilaku kerja. Nilai akuntabilitas kinerja Kemenag meningkat 

menjadi 74,28 (predikat “BB”), menunjukkan adanya perbaikan, tetapi indikator integritas 
ASN masih menjadi tantangan. Sementara predikat Opini WTP BPK RI (2022-2025) atas 

laporan keuangan Kemenag menunjukkan tata kelola keuangan semakin baik, tetapi WTP 
tidak otomatis mencerminkan disiplin individu ASN. 

Secara ilmiah, kendala integritas dan disiplin ASN dalam reformasi birokrasi 

Indonesia disebabkan oleh:  Budaya birokrasi lama yang masih melekat (patronase, 

feodalisme, praktik informal). ASN menerima nilai reformasi secara emosional (afeksi), 

tetapi belum memahami secara konseptual (kognisi). Aturan ada, tetapi penerapan tidak 
konsisten. Kepemimpinan teladan yang belum merata. Integritas ASN sangat dipengaruhi 

oleh contoh dari pejabat tinggi. 
Moderasi beragama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profesionalitas ASN. Nilai moderasi beragama dapat berfungsi sebagai etika kerja 

birokrasi yang menekan perilaku tidak disiplin dan koruptif. Temuan ini mendukung 
konsep ekospiritualitas birokrasi (Syamsuddin, 2022), yaitu menghadirkan nilai spiritual 

dalam ekosistem organisasi untuk menciptakan pelayanan publik yang damai, inklusif, 
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dan berintegritas. Dengan menginternalisasi nilai moderasi beragama, ASN tidak hanya 
bekerja berdasarkan aturan formal, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran moral dan 

spiritual. 
Dalam kerangka etika, karya klasik Max Weber (1947) membantu menjelaskan 

kondisi ini bahwa teori birokrasi rasional memang menekankan kinerja birokrasi 

berdasarkan aturan formal. Namun pelaksanaan aturan formal itu membutuhkan 
legitimasi moral agar tidak jatuh pada formalisme. Birokrasi membutuhkan juga apa yang 

disebut sebagai ekospiritual birokrasi. Konsep ekospiritual birokrasi yang diperkenalkan 
Syamsuddin (2022) menghadirkan nilai spiritual dalam ekosistem organisasi untuk 

menciptakan pelayanan publik yang damai, inklusif, dan berintegritas 
Dalam kerangka ini, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama 

berfungsi sebagai legitimasi moral, sekaligus membangun ekospiritual birokrasi sehingga 

ASN tidak hanya bekerja karena aturan, tetapi juga karena kesadaran etis. Dengan 
moderasi beragama, ASN memiliki nilai moral tambahan berupa komitmen kebangsaan, 

toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal. Nilai ini menekan perilaku tidak 
disiplin dan koruptif. Moderasi beragama menjadi instrumen spiritual yang memperkuat 

etika kerja ASN, sehingga birokrasi tidak hanya administratif tetapi juga bernuansa moral 
dan spiritual. 

Sosialisasi moderasi beragama yang dilakukan secara masif menekankan sikap 
toleransi dan cinta damai, sehingga afeksi lebih tinggi perlu juga diinternalisasi menjadi 
kerangka konseptual yang membingkai profesionalitas kerja. 

Gap afeksi–kognisi yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki implikasi penting. 
Tingginya sikap moderasi tanpa diikuti pemahaman konseptual dapat menimbulkan 

inkonsistensi dalam praktik birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kognitif ASN 
melalui pelatihan, sosialisasi, dan integrasi kurikulum moderasi beragama menjadi 

kebutuhan mendesak. 
Dalam konteks ini gagasan kurikulum cinta yang diperkenalkan oleh Menteri Agama, 

Nasaruddin Umar, untuk penguatan implementasi moderasi beragama hanya akan 

berhasil jika dilandasi oleh cinta antar umat beragama, bukan sekadar toleransi formal. 
Demikian pula, profesionalitas ASN akan tumbuh jika ASN mencintai pekerjaannya 

sebagai bentuk pengabdian, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang tulus 
dan berintegritas. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama dapat 
dijadikan instrumen transformasi manajemen SDM ASN. Integrasi nilai moderasi dalam 
kebijakan manajemen SDM bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga rasional 

sebagai strategi reformasi birokrasi. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai 
fondasi etika kerja, diharapkan ASN mampu meningkatkan profesionalitas, menekan 

perilaku koruptif, dan memperkuat integritas birokrasi Kementerian Agama. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama dan profesionalitas ASN 

merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam membangun birokrasi 

berintegritas. Hasil survei Indeks Profesionalitas dan Moderasi Beragama (IPMB) 2022 

menunjukkan bahwa moderasi beragama ASN Kementerian Agama Kota Kupang berada 
pada kategori tinggi, terutama pada dimensi afeksi. Namun, terdapat gap signifikan antara 

afeksi dan kognisi, yang menunjukkan bahwa sikap keberagamaan moderat belum 
sepenuhnya diikuti oleh pemahaman konseptual yang mendalam. 
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Di sisi lain, sekitar 40% ASN masih menghadapi tantangan profesionalitas, terutama 
dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan konsistensi kinerja. Analisis regresi linier 

sederhana membuktikan bahwa moderasi beragama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profesionalitas ASN.  

Indikator empiris terbaru semakin menegaskan arah perbaikan ini. Nilai 

akuntabilitas kinerja Kementerian Agama yang dirilis Kemenpan RB pada 2023 
meningkat menjadi 74,28 dengan predikat BB (Sangat Baik), menunjukkan penguatan 

sistem manajemen kinerja. Sementara itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
BPK RI yang diraih berturut-turut hingga 2025 menandakan tata kelola keuangan 

Kemenag semakin transparan dan akuntabel. Dengan fondasi moderasi beragama dan 
dukungan indikator kinerja yang membaik, diharapkan lahir aparatur yang mencintai 

pekerjaannya, menekan perilaku koruptif, dan menghadirkan pelayanan publik yang 

damai, inklusif, serta berkeadilan. 
Dengan demikian, moderasi beragama dapat dijadikan instrumen transformasi 

manajemen SDM keagamaan, menekan perilaku tidak disiplin dan koruptif, serta 
memperkuat integritas birokrasi. Integrasi moderasi beragama dalam kebijakan 

manajemen SDM ASN bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga rasional sebagai 
strategi reformasi birokrasi berbasis ekospiritualitas. 

 

Saran 
Di tengah darurat integritas ASN, moderasi beragama hadir sebagai instrumen 

transformasi manajemen SDM yang rasional sekaligus moral, melahirkan birokrasi yang 

profesional, berintegritas, dan berjiwa ekospiritualitas. Solusi strategis adalah menjadikan 
moderasi beragama sebagai instrumen transformasi manajemen SDM. Dengan 

internalisasi nilai moderasi dan kurikulum cinta, ASN bekerja bukan hanya karena aturan 
formal, tetapi juga karena kesadaran moral dan spiritual. Dari hasil penelitian ini, beberapa 

rekomendasi strategis dapat diajukan: 
1. Pelatihan ASN berbasis moderasi beragama 

1) Program pelatihan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai moderasi 

beragama dengan kompetensi teknis birokrasi. 
2) Fokus pada penguatan aspek kognitif agar sikap moderat ASN diikuti oleh 

pemahaman konseptual yang mendalam. 
2. Penegakan sistem reward and punishment 

1) Penerapan mekanisme penghargaan bagi ASN yang menunjukkan 
profesionalitas tinggi. 

2) Penegakan sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar disiplin atau 
terindikasi perilaku koruptif. 

3. Internalisasi nilai moderasi dalam budaya kerja ASN 

1) Integrasi nilai komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan 
penerimaan tradisi lokal dalam SOP birokrasi. 

2) Penguatan etika kerja berbasis moderasi sebagai standar perilaku ASN. 
4. Reformasi birokrasi berbasis ekospiritualitas 

1) Menghadirkan nilai spiritual dalam ekosistem organisasi untuk 
menciptakan pelayanan publik yang damai, inklusif, dan berintegritas. 

2) Mendorong ASN untuk melihat pekerjaan sebagai bentuk pengabdian, 

bukan sekadar kewajiban administratif. 
5. Integrasi kurikulum cinta sebagai basis afektif moderasi 
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1) Mengembangkan kurikulum internal yang menekankan cinta antar umat 
beragama sebagai fondasi moderasi. 

2) Menumbuhkan cinta terhadap pekerjaan ASN sebagai dasar profesionalitas, 
sehingga pelayanan publik dilakukan dengan tulus dan berintegritas. 
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